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IKHTISAR EKSEKUTIF 
 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 ini merupakan perwujudan 

akuntabilitas pencapaian kinerja pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021 dan 

pertanggungjawaban instansi pemerintah atas kinerja yang telah dilaksanakan 

selama Tahun 2021 khususnya menyangkut sektor Energi dan Sumber Daya 

Mineral dan Pengelolaan Ketenagalistrikan. 

Materi LKIP berorientasi pada analisis pencapaian sasaran serta 

pengukuran atas kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 

2021. Analisis memuat informasi mengenai keberhasilan dan juga hambatan-

hambatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran, sehingga dapat dicarikan 

solusinya. 

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat mendorong transparansi kegiatan 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah di dalam 

mewujudkan visi “Kalimantan Tengah maju, mandiri dan adil untuk kesejahteraan 

segenap masyarakat menuju Kalimantan Tengah BERKAH”  

(Catatan: BERKAH adalah akronim dari Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah 

dan Harmonis). 

Secara umum pencapaian sasaran kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2021 cukup baik. Keberhasilan 

yang dicapai tidak lepas dari komitmen seluruh jajaran Dinas Energi dan Sumber 

Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, serta dengan adanya dukungan, 

koordinasi dan sinergitas dari pihak-pihak terkait. Keberhasilan yang telah dicapai ini 

telah memberikan manfaat yang sangat berharga untuk menjadi sebuah pelajaran 

dalam lebih meningkatkan kinerja dimasa-masa yang akan datang.  

Semoga laporan ini memberikan manfaat dalam rangka mewujudkan suatu 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang dapat menjamin berlangsungnya 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif. 
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PENDAHULUAN   
 

A. LATAR BELAKANG 

 

inas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi  Kalimantan  Tengah 

merupakan salah  satu lembaga teknis yang menjalankan roda pemerintahan di 

sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas program sektor Energi dan Sumber Daya Mineral serta mampu eksis 

dan unggul dalam lingkungan maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Kalimantan Tengah sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan 

perubahan kearah perbaikan, tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang 

konsisten dan berkelanjutan guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang 

berorientasi kepada pencapaian hasil kinerja. 

  Dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang 

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, pemerintah 

menetapkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Selanjutnya mengacu 

pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas  Kinerja 

Instansi Pemerintah juga dinyatakan bahwa laporan akuntabilitas kinerja 

merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja 

suatu instansi  dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan. 

Laporan akuntabilitas kinerja tersebut nantinya digunakan sebagai bahan 

evaluasi, penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan 

program/kegiatan periode yang akan datang serta sebagai bahan 

penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. 

 Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis 

merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi pemerintah agar dapat 

menyelaraskan visi dan misi pembangunan pemerintah daerah dengan tujuan, 

Bab 11 
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 
Halaman  2 

sasaran, strategi, kebijakan dan program yang realistis dapat 

dipertanggungjawabkan. Dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi 

dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, harus adanya Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan hal yang wajib dibuat oleh 

pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. LKIP 

adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu 

instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Secara khusus, 

dalam mewujudkan good government dan clean goverment, penerapan 

akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu aspek yang sangat 

penting  dan penentu keberhasilan serta menjadi bagian utama dalam 

pelaksanaan reformasi birokrasi.  

 Dengan demikian dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah, para pejabat dan pegawai yang berwenang diharuskan tidak saja 

bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

tetapi juga bertanggungjawab pada peningkatan kompetensi professional dan 

daya saing melalui berbagai pengembangan kebijakan dan program secara 

efisien dan efektif atas sumber daya dalam rangka peningkatan kualitas 

pelayanan pada masyarakat, maka sistem akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah yang semula lebih berfokus pada kegiatan yang dikaitkan dengan 

keluaran (output) menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih dihubungkan dengan 

hasil (result/outcome) yang diperoleh. Akuntabilitas kinerja yang dimaksud harus 

dapat menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan pelaksanaan kegiatan yang 

telah ditetapkan dan harus pula mampu menyajikan penjelasan tentang antara 

rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi kegiatan yang dicapai. 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah 

sebagai Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 

diwajibkan menyampaikan laporan kinerja, dimana laporan kinerja tersebut 

memiliki dua fungsi penting, yaitu : (1) sebagai media pertanggung jawaban 

kinerja; dan  (2) sebagai alat pengendalian manajemen.  Kedua fungsi tersebut 

memberikan arah bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, 

terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta meningkatkan 

kualitas pelayanan publik.  
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B.     DASAR HUKUM 

 

  Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah adalah: 

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang bersih dan bebas dari korupsi, kokusi dan nepotisme; 

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 

e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan 

dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

h. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP); 

i. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

j. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan 

Pemberantasan  Kotupsi; 

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

l. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator 

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

m. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan 

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

n. Permenpan 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator 

Kinerja Utama; 
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o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

p. Peraturan Menteri PAN dan RB NOmor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Evaluasi Atas  Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

q. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah  Nomor 53 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah. 

r. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah  Nomor 61 Tahun 2017 tentang 

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Kalimantan Tengah. 

s. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah  Nomor 53 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber 

Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah. 

 

C. MAKSUD DAN TUJUAN 

   

  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun 

berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden ini memberikan tuntunan kepada semua 

instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh  yang 

dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

  Fungsi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  antara 

lain: 

a.  Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana bagi Dinas Energi dan Sumber 

Daya Mineral  Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pertanggungjawaban kinerja 

kepada kepala daerah yang memberi wewenang dan mandat; 

b.  Sebagai sarana evaluasi dalam menilai keberhasilan dan kegagalan dalam 

melaksanakan tugas  dan tanggungjawab atas pencapaian kinerja Dinas Energi 
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dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya dibidang energi dan sumber daya mineral sehingga dapat 

digunakan untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang. 

 

 Dua fungsi utama LAKIP merupakan cerminan dari maksud dan tujuan 

penyusunan dan penyampaian LAKIP. 

 

Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan fungsi tersebut, maksud dan tujuan penyusunan dan 

penyampaian LAKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan 

Tengah Tahun Anggaran 2021 mencakup hal-hal berikut: 

a. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi menjadikan 

LAKIP tahun 2021 sebagai sarana pertanggungjawaban  Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah atas pencapaian kinerja 

yang berhasil diperoleh selama tahun 2021. Esensi capaian kinerja yang 

berhasil dilaporkan merujuk kepada sejauh mana visi, misi dan tujuan serta 

sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2021. 

b. Aspek Manajemen LAKIP bagi keperluan internal organisasi adalah sebagai 

sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Dinas Energi dan Sumber 

Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah bagi upaya-upaya perbaikan kinerja 

dimasa datang.  

 Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral dapat merumuskan strategi pemecahan masalah 

sehingga capaian kinerja dinas dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Dalam 

Manajemen 

Kinerja 

 

Akuntabilitas 

Kinerja 

 

LAKIP 
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hal ini harus ada komitmen dari pucuk pimpinan dan seluruh pelaksana untuk 

melakukan pengelolaan agar akuntabel. 

 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik diharapkan 

dapat bermanfaat untuk : 

a. Peningkatan akuntabilitas instansi; 

b. Peningkatan perencanaan di semua bidang, maupun perencanaan penggunaan 

sumber daya instansi; 

c. Meningkatkan kredibilitas instansi dimana instansi yang lebih tinggi dan akhirnya 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi; 

d. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan 

tugas dan tanggungjawab instansi; 

e. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum 

pemerintahan dan membangun secara baik, sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat; 

f. Mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi 

secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat 

dilingkungannya. 

 

D. KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI 

 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah 

berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dinas 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi 

Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah.  

Secara struktural Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan 

Tengah terdiri atas :  

A. Kepala Dinas  

B. Sekretariat, terdiri atas :  

1. Sub Bagian Penyusunan Program;  

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan  
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3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.  

C. Bidang terdiri dari : 

1. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, membawahkan : 

a) Seksi Pengembangan Energi;  

b) Seksi Pembinaan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan; dan  

c) Seksi Konservasi Energi.  

2. Bidang Geologi dan Air Tanah, membawahkan : 

a) Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah;  

b) Seksi Konservasi Air Tanah; dan  

c) Seksi Pengusahaan Air Tanah.  

3. Bidang Mineral dan Batubara, membawah :  

a) Seksi Penataan Wilayah;  

b) Seksi Pengusahaan; dan  

c) Seksi Produksi dan Penjualan.  

4. Bidang Pengawasan Mineral dan Batubara, Energi dan Air Tanah     

membawahkan : 

a) Seksi Pengawasan Eksplorasi; 

  b) Seksi Pengawasan Operasi Produksi; dan  

  c) Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah. 

 5. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu  

 6. Unit Pelayanan Teknis Dinas.  

 7. Cabang Dinas. 

 

E.   Gambaran Umum Personalia  

  

   Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi didukung oleh Sumberdaya Aparatur Sipil Negara yang memiliki latar 

belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal. Per 31 

Desember 2021 pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Kalimantan Tengah, Unit Pelayanan Teknis Dinas dan Cabang Dinas berjumlah 

123 orang Pegawai Negeri Sipil dan 49 orang Tenaga Kontrak total jumlah pegawai 

172 orang. 
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 Tabel 1.1  Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Status Kepegawaian  

Tahun 2021 

No Status Jumlah 

  
 

1. Aparatur Sipil Negara  
123 

2. Tenaga Kontrak 
 49 

  
 

 Total 
172 

 Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Des 2021 

 

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon Tahun 2021 

No 
Unit Kerja 

Esselon Jumlah 

1. Kepala Dinas  
Esselon III/a 1 

2. 
Sekretaris Esselon III/a 1 

3. 
Kepala Bidang Esselon III/a 3 

4. 
Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi Esselon IV/a 15 

 
UPTD/CABANG DINAS   

5. 

KEPALA CABANG DESDM/ 

KEPALA UPT PELAYANAN DAN 

PENGUJIAN TEKNIK DESDM 

Esselon III/b 

4 

6. 
KEPALA SUBBAG/ KASI CABANG 

DAN UPT 

Esselon V/a 
5 

 Total 
 29 

 Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Des 2021 

 

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2021 

Jabatan Struktural 
Total 

 
 

Eselon II/a - 

Eselon III/a 5 

Eselon III/b 4 



 

 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 
Halaman  9 

Eselon IV/a 20 

Jabatan Fungsional Tertentu 10 

Jabatan Fungsional Umum 84 

Jumlah 123 

 Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Des 2021 

 

Tabel 1.4. Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang 

Gol/ Ruang 
Total 

IV/c - 

IV/b 6 

IV/a 14 

III/d 25 

III/c 25 

III/b 26 

III/a 12 

II/d 13 

II/c 2 

II/b - 

II/a - 

Jumlah 123 

    Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Des 2021 

 

Tabel 1.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021 

Gol/Ruang 
Total 

 
 

Strata 3 (S3) 1 

Strata 2 (S2) 21 

Strata 1 (S1) 70 



 

 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 
Halaman  10 

Diploma (IV) 3 

Diploma III (D3) 9 

SLTA/STM/ SMK/MAN 19 

  

Jumlah 123 

  Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Des 2021 

 

Tabel 1.6. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan 

No 
Unit Kerja 

Jumlah 

  
 

1. SPAMEN / DIKLAT PIM II 
1 

2. SPAMA / DIKLAT PIM III 
7 

3. ADUM / ADUMLA / DIKLAT PIM IV 
24 

   4. Ujian Dinas TK II 
3 

 Total 
35 

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Des 2021 

 

F. TUGAS DAN FUNGSI 

 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, maka  Dinas Energi 

dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tugas membantu 

Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang energi dan 

sumber daya mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

1. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang energi dan sumber daya mineral 

sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku; 
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2. Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan instansi 

pemerintah, swasta dan lembaga kemasyarakatan yang berkaitan dengan 

urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral; 

3. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan energi dan 

sumber daya mineral; 

4. Pembangunan infrastruktur di bidang energi dan sumber daya mineral; 

5.  Penyiapan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur Dinas dalam 

pelaksanaan tugasnya  melalui diklat teknis, struktural dan fungisonal; dan  

6. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas. 
   

  

G.     LINGKUP STRATEGIS 

 

Sektor energi dan sumber daya mineral di Provinsi Kalimantan Tengah 

merupakan salah satu sektor ekonomi yang dapat diunggulkan untuk mendukung 

pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah. Hal ini mengingat konstribusi dan 

perannya yang semakin besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

Kalimantan Tengah, yaitu semenjak sektor energi dan sumber daya mineral 

dirancang, dilaksanakan serta diawasi secara terprogram dan sistematis.  

 Kalimantan Tengah menawarkan kesempatan bagi penambangan jenis 

bahan galian seperti batubara, emas, intan, bijih besi, zircon, tembaga, perak 

gambut, kaolin, pasir kuarsa dan masih banyak lainnya yang mempunyai nilai jual 

yang cukup tinggi. Secara khusus  Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 

melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah 

menyelenggarakan  kewenangan di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai 

dengan  kebijakan yang  ditetapkan berdasarkan  peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 

2021 tidak terlepas dari analisis terhadap lingkungan strategis yang terkait dengan 

tugas dan fungsi Dinas dalam pelaksanaan pembangunan daerah.  
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PERENCANAAN KINERJA 

 

A. Rencana Strategis 

 

 encana strategis Dinas Energi dan Sumber Daya  Provinsi  Kalimantan  

 Tengah  berorientasi pada hasil yang ingin dicapai (outcome) pada 

tahun 2021 ini berdasarkan Rencana strategis (Renstra) tahun 2016-2021. 

 

B.     Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 

Visi pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun        

2016-2021 adalah   : 

 

“Kalimantan Tengah maju, mandiri dan adil untuk kesejahteraan segenap 

masyarakat menuju Kalimantan Tengah BERKAH” 

(BERKAH = Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis) 

 

 

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, dengan tetap 

memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan dan 

memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 8 (delapan) misi 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Tengah 

2016-2021 sebagai berikut: 

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi ; 

2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur ; 

3. Pengelolaan Sumber  Daya Air, Pesisir dan Pantai ; 

4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan ; 

Bab 2 

 

R 
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5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil dan Anti 

Korupsi; 

6. Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata; 

7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam ; dan 

8. Pengelolaan Pendapatan Daerah. 

 

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta 

sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-

2021 menempatkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan 

Tengah pada tugas Pembangunan Misi 2 (percepatan pembangunan infrastruktur) 

dan misi 7 (pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam). Misi percepatan 

pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mendorong konektivitas antar wilayah 

sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Berkaitan 

dengan visi ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan 

Tengah dituntut membangun konektivitas jaringan listrik yang menjangkau 

masyarakat hingga ke pelosok daerah, sedangkan misi pengelolaan lingkungan 

hidup dan sumber daya alam bertujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan 

yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim melalui penerapan 

pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sesuai kaidah pertambangan 

yang baik dan benar (good mining practice). 

 

C.    TUJUAN 

 
 Sesuai dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kalimantan Tengah 2016-2021, Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan tujuan untuk tahun 2021 

sebagaimana tertuang dalam Renstra 2016-2021 antara lain : 

1. Terwujudnya pelayanan masyarakat secara maksimal terhadap pengelolaan 

sektor energi dan sumber daya mineral.   

2. Terwujudnya optimalisasi penerimaan daerah dari sektor energi dan sumber 

daya mineral.  

3. Terwujudnya peningkatan investor sektor  energi dan sumber daya mineral. 
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4. Terwujudnya ketersediaan energi yang memadai untuk masyarakat dan 

pembangunan. 

5. Tersedianya informasi energi dan sumber daya mineral yang berkualitas. 

6. Tersedianya dan terdistribusinya bahan bakar minyak dan gas ke berbagai 

wilayah di Kalimantan Tengah. 

7. Tersinkronisasinya kebijakan, program dan kegiatan antar Pemerintah Pusat 

dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten) terkait energi dan sumber daya mineral. 

8. Terpenuhinya pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara 

berkelanjutan. 

 

D.    SASARAN  

Adapun sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 sebagaimana 

tertuang dalam Renstra 2016-2021 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Kalimantan Tengah antara lain : 

1. Terwujudnya manajemen dan sumber daya manusia yang professional. 

2. Meningkatkan pelayanan pengelolaan ESDM kepada masyarakat. 

3. Terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam penerimaan daerah dan 

pembangunan daerah. 

4. Adanya regulasi sebagai payung hokum untuk menarik pajak dan retribusi 

daerah dari sektor ESDM. 

5. Meningkatnya investor sektor energi dan sumber daya mineral. 

6. Pembangunan infrastruktur energi. 

7. Meningkatnya disversifikasi energi. 

8. Tersedianya informasi energi dan sumber daya mineral yang berkualitas. 

9. Terkoordinasinya sistem pengangkutan dan distribusi bahan bakar minyak 

dan gas dengan PT.Pertamina (Persero) operator lainnya yang terintegrasi 

keberbagai wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah.  

10. Meningkatkan kerjasama program, kebijakan dan kegiatan antara pemerintah 

pusat, provinsi dan kabupaten terkait energi dan sumber daya mineral. 

11. Mewujudkan pertambangan mineral dan batubara yang baik dan benar atau 

good mining practice (GMP). 

12. Meningkatkan efisiensi pemakaian dan pengelolaan energi. 
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E.     STRATEGI   

   Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas Dinas Energi dan Sumber 

Daya Mineral Provinsi Kalimantan menetapkan strategi untuk tahun 2021 ini 

sebagaimana tertuang dalam Renstra 2016-2021  antara lain : 

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan  SDM Aparatur dalam rangka peningkatan 

kompetensi SDM dan pengembangan organisasi. 

2. Meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan sektor ESDM yang eferktif 

dan Efisien. 

3. Administrasi pengelolaan dan informasi keuangan yang cepat, tepat, 

transparan dan akuntabel. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur yang efektif dan efisien  serta 

kualitas data dan teknologi informasi sektor ESDM yang lengkap, akurat dan 

tepat waktu.  

5. Meningkatkan pelayanan komunikasi publik sektor ESDM. 

6. Mewujudkan peran penting subsektor mineral dan batubara dalam 

penerimaan daerah. 

7. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). 

8. Mengusulkan dasar/bahan untuk penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan 

Gubernur, Keputusan Kepala Daerah terkait dengan energi dan sumber daya 

mineral untuk menarik pajak dan retribusi. 

9. Promosi investor sektor energi dan sumber daya mineral. 

10. Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan.  

11. Pengembangan pembangkit listrik dari sumber energi baru terbarukan (EBT). 

12. Mendorong pengembangan bioenergi lestari dari bahan bakar nabati dan 

kotoran ternak (biogas, biofuel dan biomassa). 

13. Pengungkapan potensi  energi dan sumber daya mineral Kalimantan Tengah. 

14. Penyediaan instrument (alat dan bahan) penggalian informasi energi dan 

sumber daya mineral. 
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15. Mengkoordinasikan system pengangkutan dan distribusi bahan bakar minyak 

dan gas dengan PT.Pertamina (Persero) dan operator lainnya yang 

terintegrasi ke berbagai wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah. 

16. Pelaksanaan koordinasi melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  

17. Terlaksananya kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang memenuhi 

persyaratan kaidah teknis pertambangan yang baik dan benar (good mining 

practice). 

18. Penghematan energi listrik. 

 

F.     KEBIJAKAN   

 

Strategi tersebut di atas dilaksanakan didukung oleh kebijakan yang telah 

ditetapkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah 

untuk tahun 2021 ini sebagaimana tertuang dalam Renstra 2016-2021  antara lain : 

1. Meningkatkan manajemen dan kompetensi SDM. 

2. Peningkatan kualitas perencanaan pengelolaan sektor ESDM yang efektif dan 

efisien. 

3. Peningkatan administrasi pengelolaan dan informasi kuangan yang cepat, 

tepat, transparan dan akuntabel. 

4. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang efektif dan efisien kualitas 

data dan teknologi informasi sector ESDM yang lengkap, akurat dan tepat 

waktu. 

5. Peningkatan pelayanan pengelolaan ESDM kepada masyarakat. 

6. Peningkatan peran penting subsektor mineral dan batubara dalam 

penerimaan daerah. 

7. Peningkatan pendapatan asli daerah. 

8. Pengusulan dasar/bahan untuk penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan 

Gubernur, Keputusan Kepala Daerah terkait dengan energi dan sumber daya 

mineral untuk menarik pajak dan retribusi. 

9. Promosi  dan kerjasama investor sektor energi dan sumber daya mineral. 

10. Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan. 

11. Pengembangan pembangkit listrik dari sumber energi baru terbarukan (EBT). 
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12. Pengembangan bioenergi lestari dari bahan bakar nabati dan kotoran ternak 

(biogas, biofuel dan biomassa). 

13. Peningkatan kualitas dan akses informasi energi dan sumber daya mineral. 

14. Peningkatan kapasitas laboratorium untuk penggalian informasi energi dan 

sumber daya mineral. 

15. Pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pengusahaan minyak dan 

gas bumi. 

16. Peningkatan koordinasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

17. Pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan 

pertambangan mineral dan batubara. 

18. Audit pemakaian dan pengelolaan energi listrik pada gedung bangunan 

pemerintah. 

  

G.     PROGRAM  

 

Program Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan 

Tengah Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Renstra 2016-2021 dan telah 

ditetapkan dalam DPA Tahun Anggaran 2021 merupakan upaya untuk mewujudkan 

tercapainya tujuan, sasaran, visi dan misi. Selama periode tahun 2021 Dinas 

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan  

program prioritas dalam bidang energi dan sumber daya mineral yang langsung 

menyentuh ke masyarakat.  

Adapun program yang dimaksud adalah : 

1. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan. 

2. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara. 

Program dan kegiatan mengalami pemangkasan anggaran berdasarkan Surat 

Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 050/35/TAPD/2020 tentang 

Rasionalisasi Pagu Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 dalam 

Rangka Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Covid-19 di Kalimantan 

Tengah. 
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Menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkait Kewenangan Pengelolaan 

Pertambangan Mineral dan Batubara yang terhitung tanggal 11 Desember 2020, 

kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan 

mineral dan batubara beralih ke Pemerintah Pusat. 

 

H.   INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

 
Setiap program atau kegiatan dalam Rencana Strategis kemudian 

dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur dan dapat dicapai, 

relevan, dan berjangka waktu. Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis 

tersebut, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan 

Tengah telah menetapkan  Indikator Kinerja Utama (IKU)  Tahun 2021 

sebagaimana pada tabel berikut  : 

 

TABEL  2.1 
RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021 

 
 

No. Sasaran Strategia Indikator  
Kinerja 

Satuan Target 

1. Mewujudkan peran 
penting subsektor 
mineral dan batubara 
dalam penerimaan 
daerah; 

Penerimaan 
Negara Bukan 
Pajak Sektor 
Minerba 

Milyar Rupiah 280 

2. Meningkatkan 
Pendapatan Asli 
Daerah 

Pendapatan Asli 
Daerah dari sewa 
alat dan cetak 
peta 

Triliun Rupiah 2.272.386.000,00 

3. Pembangunan sarana 
dan prasarana 
ketenagalistrikan 

 Rasio 
elektrifikasi; 

 Rasio desa 
berlistrik; 
 

Persentase 
(%) 

Persentase 
(%) 

 

90,8 
100 

4. Pengembangan 
pembangkit listrik dari 
sumber EBT  

 Kapasitas 
Terpasang PLTS 
Tersebar; 

 Kapasitas 
Terpasang PLTS 
Terpusat. 

Rumah 
Tangga (RT) 

 
Kwp 

2.954 
 
 

765 

5. Meningkatnya 
Kepatuhan pelaku 
usaha pertambangan 

Persentase pelaku 
usaha 
pertambangan 

Persentase 
(%) 

100 
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mineral dan 
batubara yang 
melaksanakan 
kegiatan 
pertambangan 
yang baik dan 
benar (good 
mining practice) 

 
 
 

TABEL 2.2.  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021 

 
 

 
No. 

 
Sasaran Strategis  

 

Indikator Kinerja Utama 
(IKU) 

Cara Penghitungan 
Sumber 

Data 

 
1 

 
Meningkatkan 
Pendapatan Asli 
Daerah. 
 

 
Pendapatan Asli Daerah 
dari sewa alat. 

 

 

 Jumlah Ukuran 
Peta dikali Tarif. 

 Jenis Fasilitas 
Pertambangan 
dikali Tarif 

 
Dinas 
ESDM 

 
2. 

 
Pembangunan 
sarana dan 
prasarana 
ketenagalistrikan. 
 

 
 Rasio elektrifikasi; 

 
 
 

 Rasio desa berlistrik; 
 

 

  Jumlah 
RT/Jumlah RT 
seluruhnya dikali 
100% 
 

  Jumlah Desa 
Berlistrik/ Jumlah  
Desa seluruhnya 
dikali 100% 

 
Dinas 
ESDM 

 
3. 

 
Pengembangan 
pembangkit listrik 
dari sumber EBT. 
 

 
 Kapasitas terpasang 

PLTS tersebar. 
 
 
 
 

 

  Kapasitas 
Terpasang (wp) 
Jumlah daya 
masing-masing 
perlatan x 
Jumlah 
Peralatan 
(modul) 
 

 
Dinas 
ESDM 
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TABEL 2.3 
TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  

PADA RENSTRA 2016-2021 
 DINAS ESDM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  

TAHUN 2021 
 

Sasaran Tahun 2021 Indikator Kinerja Utama 
Target Pencapaian IKU 

2021 

Mewujudkan peran 
penting subsektor 
mineral dan batubara 
dalam penerimaan 
daerah; 

 

Penerimaan Negara Bukan Pajak 
sektor minerba; 
 

280 Milyar Rupiah 

Meningkatkan 
Pendapatan Asli 
Daerah; 
 

Pendapatan Asli Daerah dari sewa 
alat dan cetak peta. 

 
 

470 Juta Rupiah 

Pembangunan sarana 
dan prasarana 
ketenagalistrikan 
 

 Rasio elektrifikasi 
 

90,8 Persentase (%) 

Pengembangan 
pembangkit listrik dari 
sumber EBT 
 

 

 Kapasitas terpasang PLTS 
tersebar 
 

 
2.954 Rumah Tangga 
(RT) 
 

 
 
 
 

I.   PERJANJIAN  KINERJA  TAHUN  2021  

  

Perjanjian Kinerja  merupakan tekad dan janji yang perlu dilakukan oleh 

pimpinan  di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral karena merupakan wahana 

proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk 

dihasilkan. 

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam 

mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi yang lebih baik, 

sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.  

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Povinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Dinas 

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, 

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, Dokumen Rencana Kerja 

(Renja) Tahun 2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA Tahun 2021.  
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Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Kalimantan Tengah Tahun 2021  adalah seperti dalam tabel di bawah ini : 

 
TABEL. 2.4 

PERJANJIAN  KINERJA  TAHUN 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TABEL 2.5 
PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA 

SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BERDASARKAN APBD-P  
TAHUN ANGGARAN 2021 

 
 

 
 

Sasaran Stragetis Indikator Kinerja Satuan Target 

(1) (2) (3) (4) 

 
1. Meningkatkan 

Pendapatan Asli 
Daerah 

 
Pendapatan Asli 
Daerah dari sewa 
alat dan cetak 
peta 

 
 Juta Rupiah 

 
960.000.000 

 
2. Pembangunan 

sarana dan 
prasarana 
ketenagalistrikan 

 
 Rasio 

elektrifikasi; 
 

 Rasio desa 
berlistrik. 
 

 
 Persentase 

(%) 
 
 

 Persentase 
(%) 

 
 87,25 

Persentase 
(%) 

 
 
 92,70 

Persentase 
(%) 

 
3. Pengembangan 

pembangkit listrik 
dari sumber EBT 

 
 Kapasitas 

terpasang 
PLTS tersebar. 

 

 

 Rumah 
Tangga (RT) 
 
 

 

 401 Rumah 
Tangga (RT) 
 
 

Program 
Kegiatan dan Sub 

Kegiatan 

Anggaran 

(DPA Murni) 

Anggaran 

(DPA 

Perubahan) 

Keterangan 

(1) (2) (3) (3) (3) 

 
 
1. Pengelolaan 

Ketenagalistrikan 

 
 
 

Kegiatan 
 Penatausahaan Izin 

Operasi yang fasilitas 
instalasinya dalam 
daerah provinsi. 
 

 
 
 
548.660.000,00 
 

 
50.000.000,00 

 
 

 
 
 
548.660.000,00 
 

 
50.000.000,00 
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Sub Kegiatan 
Pengendalian dan 
pegawasan 
pelaksanaan 
perizinan operasi 
yang fasilitas 
instalasinya dalam 
daerah provinsi. 
 

Kegiatan 
 Penganggaran untuk 

kelompok masyarakat 
tidak mampu, 
pembangunan sarana 

 
Sub Kegiatan 

 Pembangunan sarana 
penyediaan tenaga 
listrik belum 
berkembang, daerah 
terpencil dan 
pedesaan 

 

 
 
 
 

50.000.000,00 
 
 
 

 
 
 

496.660.000,00 
 
 
 
 
 

496.660.000,00 
 

 
 
 
 

50.000.000,00 
 
 
 
 

 
 

496.660.000,00 
 
 
 
 
 

496.660.000,00 
 

 

 
2. Pengelolaan Mineral dan 

Batubara 

 
Kegiatan 

 
 Persetujuan 

perubahan saham, 
direksi dan komisaris 
untuk izin usaha yang 
diterbitkan oleh 
Gubernur sesuai 
dengan 
kewenangannya. 

 
Sub Kegiatan 
 Pembinaan dan 

Pengawasan terkait 
kepemilikan izin 
usaha pertambangan 
mineral dan batubara 

54.590.000,00 
 
 
 
 

25.000.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.000.000,00 
 
 

54.590.000,00 
 
 
 
 

25.000.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.000.000,00 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
Kegiatan 

 
 Penerbitan Izin 

Sementara untuk 
penjualan mineral 
dan batubara yang 
tergali bagi 
pemegang izin usaha 
pertambangan 
eksplorasi yang 
diterbitkan oleh 
gubernur pada saat 
kegiatan eksplorasi 
dan study kelayakan. 

Sub Kegiatan 

 Pengelolaan dan 
Pengawasan 
pengusahaan 
pertambangan yang 
dilakukan pemegang 
izin usaha 
pertambangan 

 

 
29.590.000,00 
 

 
 
 

29.590.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.590.000,00 
 

 
29.590.000,00 
 

 
 
 

29.590.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.590.000,00 
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AKUNTABILITAS KINERJA 

 

ahun anggaran 2021 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan 

 Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Kalimantan Tengah yang disampaikan ke Gubernur Kalimantan Tengah Up.Biro 

Organisasi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 

Dalam perjanjian kinerja tersebut dituliskan target-target yang akan dilaksanakan dan 

dicapai di tahun 2021 dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai pelaksana 

teknis. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai kewajiban untuk 

mencapai target tersebut sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan 

serta melaporkan atas penggunaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang telah dikeluarkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban. 

 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemrintah (LAKIP) adalah perwujudan 

kewajiban Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mempertanggungjawabkan 

tingkat ketercapaian (keberhasilan atau kegagalan) dalam pelaksanaan target kinerja 

sesuai dengan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan serta sebagai bahan Evaluasi Kinerja melalui instrument 

pertanggungjawaban secara periodik yang meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi 

dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh 

dan terpadu. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Bab 3 

 T 



 
 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 
 
 
  Halaman  24 
 

A. Perjanjian Kinerja 

 
 

Tabel 3.1  

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 

No. Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja 

Utama 

Satuan Target 

1. Mewujudkan 
peran penting 
subsektor mineral 
dan batubara 
dalam 
penerimaan 
daerah. 

Penerimaan 
Negara Bukan 
Pajak Sektor 
Minerba 

Triliun 
Rupiah 

280.000.000.000 

2. Meningkatkan 
Pendapatan Asli 
Daerah. 

Pendapatan Asli 
Daerah dari Sewa 
Alat dan Cetak 
Peta. 

Juta 
Rupiah 

2.272.386.000 

3. Pembangunan 
Sarana dan 
Prasarana 
Ketenagalistrikan. 

 Rasio 
Elektrifikasi; 
 

 Rasio Desa 
Berlistrik. 

Persentas
e (%) 
 
Persentas
e (%) 

90,8 
 
 

100 

4. Pengembangan 
Pembangkit 
Listrik dari 
Sumber EBT. 

 Kapasitas 
Terpasang 
PLTS 
Tersebar; 

 Kapasitas 
Terpasang 
PLTS 
Terpusat; 

Rumah 
Tangga 
(RT) 
Kwp 
 
 

2.954 
 
 

765 
 

5. Meningkatnya 
Kepatuhan 
Pelaku Usaha 
Pertambangan. 

Persentase 
pelaku usaha 
kegiatan 
pertambangan 
mineral dan 
batubara yang 
melaksanakan 
kegiatan 
pertambangan 
yang baik dan 
benar (good 
mining practice). 

Persentas
e (%) 

100 
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B. Capaian Indikator Kinerja  

  

 Pengukuran akuntabilitas kinerja merupakan suatu metode untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan atau target 

yang telah ditetapkan  dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja juga 

dimaksudkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja 

organisasi.  

 Secara umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan 

Tengah telah melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana teknis operasional dan 

penyelenggara pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang baik dan profesional 

sehingga dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam suatu rantai kerja 

kedinasan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang energi dan sumber daya 

mineral. Pencapaian  Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan 

Tengah dalam Tahun 2021 merupakan bagian dari kontribusi Dinas Energi dan Sumber 

Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang 

baik. Hasil capaian sasaran dan indikator kinerja utama dalam Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) sektor minerba khususnya di Kalimantan Tengah yang sudah 

diklarifikasi realisasi dengan pemerintah pusat berjumlah Rp. 3.929.278.735.685,- yang 

didapat dari Iuran Tetap Rp. 61.914.311.884,- Royalti, Rp. 2.381.196.119.017,- dan 

penjualan hasil tambang Rp. 1.486.168.303.784,- 

Dari program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas 

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah  tahun 2021 secara umum 

menunjukkan hasil yang relatif baik dalam capaian tujuan dan sasaran.  
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Tabel 3.2 
 

PENGUKURAN HASIL CAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DALAM TAHUN 2021 

  
 

Sasaran Tahun 2021 Indikator Kinerja Utama Target 2021 Realisasi 2021 
Capaian 
2021 (%) 

Mewujudkan peran penting 
subsektor mineral dan 
batubara dalam penerimaan 
daerah. 
 

Penerimaan Negara Bukan 
Pajak sektor minerba 
 

Rp. 280.000.000.000,- 
 (Milyar Rupiah) 

 
 

Rp. 3.929.278.734.685,- 
 (Triliun Rupiah) 
 

140 
 

Meningkatkan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD). 
 

Pendapatan Asli Daerah melaui 
Sewa Alat dan Cetak Peta 

Rp. 960.000.000,- 
 (Juta Rupiah) 

Rp. 54.000.000,- 
(Juta Rupiah) 

 

5,70 

Pembangunan sarana dan 
prasarana ketenagalistrikan. 
 

 Rasio elektrifikasi; 

 Rasio desa berlistrik; 
 

90,8 % 
100 % 

89,14 
93,44 

89,14 
93,44 

Pengembangan pembangkit 
listrik dari sumber EBT. 
 

 Kapasitas terpasang PLTS 
tersebar;  

 Kapasitas terpasang PLTS 
terpusat; 
 

 

2.954 Rumah Tangga 
(RT) 
765 Kwp 
 

 0 
 

 - 

0 
 

- 

Meningkatnya kepatuhan 
pelaku usaha pertambangan. 

Persentase pelaku usaha 
kegiatan pertambangan mineral 
dan batubara yang 
melaksanakan kegiatan 
pertambangan yang baik dan 
benar (good mining practice) 
 

100 IUP  
 
 

54 IUP 54 
 

 
 
Dari 5 (Lima) Indikator Kinerja Utama Dinas Energi Sumber Daya Mineral dapat tercapai: 

1.  Untuk IKU Penerimaan Negara Bukan Pajak menunjukkan hasil yang sangat tinggi 

dari yang telah ditargetkan di Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan; 

2. Untuk IKU Pendapat Asli Daerah melalui Cetak Peta menunjukkan hasil yang sangat 

rendah dari yang ditargetkan di Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan; 

3. Untuk IKU Rasio Elektrifikasi menunjukkan hasil sedang; dan 

 Rasio Desa Berlistrik menunjukkan hasil sedang sesuai dengan yang ditargetkan; 

4. Untuk IKU Kapasitas terpasang PLTS tersebar tidak ada pelaksanaan karena adanya 

pengurangan anggaran/rasionalisasi anggaran karena pandemic covid-19; 

5. Untuk IKU persentase pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral dan batubara 

yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (good mining 

practice) menunjukkan hasil sedang dan tidak mencapai target karena rasionalisasi 

anggaran pandemic covid-19. 
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IKU yang menunjukan sangat tingi ada di nomor 1, hasil sedang ada di nomor 3 dan 5, 

menunjukkan sangat rendah ada di nomor 2, dan tidak ada pelaksanaan (0) ada di 

nomor 4. 

Diagram Hasil Capaian Sasaran dan IKU Tahun 2021  

 

 

Penjelasan : 

1. Data yang digunakan merupakan data dari Realisasi Anggaran Perubahan Tahun 

2021 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah; 

2. Indikator Kinerja yang digunakan diambil dari Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas 

dan Gubernur dengan berpedoman pada Renstra Tahun 2016-2021 yang ternyata 

masih perlu diselaraskan kembali untuk target dan capaian serta sasaran strategis 

dengan Perjanjian Kinerja disebabkan adanya program dan kegiatan baru yang tidak 

masuk di sasaran strategis untuk tahun 2021.  

3. Kebijakan pemerintah yang sering mengalami perubahan hingga berpengaruh dalam 

perencanaan pembangunan perlu adanya pembenahan dalam hal menata 

perencanaan dan mekanisme dalam akuntabilitas kinerja. 

 

Solusi 

1. Perencanaan dan pelaksanaan pencapaian sasaran target diusahakan dapat 

terpenuhi di tahun berikutnya; 

140% 
110,07% 

72.25% 
0% 

PERSENTASE CAPAIAN SASARAN DAN IKU  

TAHUN 2021 

Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah
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2. Untuk dapat dilaksanakan koordinasi dan bimbingan dalam pembuatan skema 

akuntabilitas kinerjanya melalui dokumen Penetapan Indikator Kinerja Utama dan  

Perjanjian Kinerja. 

 

C.     ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA 
 

Secara umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan 

Tengah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan 

dan  sasaran yang  telah  ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah serta Capaian Sasaran dan 

Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.  

 

1. Sasaran  Strategis  1 : Mewujudkan Peran Penting Subsektor Mineral dan 

Batubara dalam Penerimaan Daerah. 

Pencapaian  Indikator  Kinerja  Utama  dalam  sasaran strategis adalah  

melebihi target untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor 

Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam jumlah rupiah yang cukup 

besar dengan nilai Rp. 3.929.278.734.685,- (Triliun Rupiah) dengan target 

sebesar Rp. 280.000.000.000,- (Milyard Rupiah) atau mencapai sekitar 140%. 

Sasaran ini dicapai melalui Rekonsiliasi khusus Kalimantan Tengah yang 

sudah di klarifikasi realisasi dengan pemerintah pusat yang di dapat dari Iuran 

Tetap royalty penjualan hasil tambang. 

Realisasi capaian PNBP ini melebihi target yang ditetapkan seperti yang 

terlihat dalam tabel di bawah ini : 

 
 

TABEL 3.3 
  

         TARGET DAN PENCAPAIAN PNBP SUB SEKTOR ESDM 
TAHUN 2021 

 
 

 

 

Indikator Kinerja Utama Target 2021 Realisasi 2021 
Capaian 

2021 
(%) 

Jumlah Penerimaan 
Negara Bukan Pajak 
(PNBP)  Sektor ESDM 

280.000.000.000,- 
(Milyard Rupiah) 

3.929.278.734.685,- 
(Triliun Rupiah) 

 

140% 
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Bila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2016, tahun 2017, tahun 

2018, 2019, 2020 maka PNBP tahun 2021 mencapai target seperti terlihat 

dalam tabel perbandingan pencapaian PNBP berikut ini : 

 

TABEL DAN GRAFIK 3.4  
PERBANDINGAN TARGET DAN PENCAPAIAN PNBP SEKTOR PERTAMBANGAN 

TAHUN 2016, TAHUN 2017, TAHUN 2018, TAHUN 2019, 
TAHUN 2020 dan Tahun 2021 

 

PNBP 
Tahun 2016 

Rp. 
Tahun 2017 

Rp. 
Tahun 2018 

Rp. 

 
Tahun 2019 

RP. 

 
Tahun 2020 

Rp. 
 

 
Tahun 2021 

Rp. 
 

Target  230.000.000.00
0 

240.000.000.00
0 

250.000.000.00
0 

1.040.194.570.50
0 

967.782.609.980 
 

280.000.000.
000 

Realisa
si 

670.911.179.30
8 

278.179.432.18
5 

216.247.862.19
0 

2.240.775.620.27
6 

1.841.592.648.38
3 

3.929.278.73
4.685 

Capaian 40,66% 115,91 % 144 % 215% 185% 
 

140% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Rp-

 Rp500.000.000.000,00

 Rp1.000.000.000.000,00

 Rp1.500.000.000.000,00

 Rp2.000.000.000.000,00

 Rp2.500.000.000.000,00

 Rp3.000.000.000.000,00

 Rp3.500.000.000.000,00

 Rp4.000.000.000.000,00

 Rp4.500.000.000.000,00

TAHUN 2016TAHUN 2017TAHUN 2018TAHUN 2019TAHUN 2020TAHUN 2021

PERBANDINGAN TARGET DAN PENCAPAIAN PNBP SEKTOR PERTAMBANGAN 

TAHUN 2016, TAHUN 2017, TAHUN 2018, TAHUN 2019 

TAHUN 2020 DAN TAHUN 2021 

Target Realisasi
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Tercapainya target penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) tahun 2021 bidang energi dan sumber daya mineral ini disebabkan 

target PNBP yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai (terukur) dan pemegang 

IUP telah melakukan kewajiban pembayaran iurannya. Diharapkan dengan 

tercapainya target PNBP sektor energi dan sumber daya mineral tahun 2021 

memberikan sumbangsih dalam upaya mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. Karena sektor energi dan sumber daya mineral ini merupakan 

salah satu faktor utama pendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di 

Kalimantan Tengah selain sektor perkebunan dan perdagangan.  

Untuk itu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan 

Tengah akan terus lebih proaktif dan intensif dalam mengingatkan dan 

menagih para pemegang IUP untuk membayar kewajiban secara tertib dan 

tepat waktu. 

 

Keterangan Tambahan untuk Sasaran Strategis 1 ; 

Total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Energi dan 

Sumber Daya Mineral tahun 2021 adalah sebesar Rp. 3.929.278.734.685,- 

dari jumlah tersebut total iuran tetap sebesar Rp.61.914.311.884,- dan Royalty 

sebesar Rp.2.381.196.119.017,-. Penjualan Hail Tambang (PHT) dari KK dan 

PKP2B Rp.1.486.168.303.784,-. 

 

2. Sasaran  Strategis  2: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. 

 Pencapaian  Indikator  Kinerja  Utama  dalam  sasaran strategis 2 ini 

adalah  berkurangnya jumlah Pendapatan  Asli Daerah (PAD) sektor energi 

dan sumber daya mineral untuk tahun 2021.  Karena beberapa program dan 

kegiatan mengalami pemangkasan anggaran berdasarkan surat edaran 

Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 050/35/TAPD/2020 tentang 

Rasionalisasi Pagu Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 

dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19 di 

Kalimantan Tengah serta terkait kewenangan pegelolaan pertambangan 



 
 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 
 
 
  Halaman  31 
 

mineral dan batubara yang terhitung tanggal 11 Desember 2020, 

kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaan mineral dan 

batubara beralih ke pemerintah pusat. 

 Sasaran ini dicapai melalui Program Pengelolaan Ketenagalistrikan. 

Hasil capaian target  dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2021 

bersumber dari sewa alat dan cetak peta yaitu mencapai 5,70% atau 

berjumlah sebesar Rp. 54.682.000,- sebagaimana tabel berikut: 

 

TABEL 3.5 
TARGET  DAN  PENCAPAIAN 

PENDAPATAN  ASLI  DAERAH  (PAD) TAHUN 2021 
 

Indikator Kinerja Utama Target 2021 Realisasi 2021 
Capaian 
2021 (%) 

 
Jumlah Pendapatan Asli 
Daerah  (PAD)  
 

 
Rp. 960.000.000,- 

 
 

 
Rp. 54.682.000,- 
 

 
5,70% 

 
 

    
  

Bila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2016, tahun 2017, 

tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 maka PAD tahun 2021 tidak memenuhi 

target seperti ini terkait dengan pelimpahan kewenangan pengelolaan mineral 

dan batubara kepada pemerintah pusat sesuai dengan Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2020, terlihat dalam tabel dan grafik pencapaian PAD  berikut 

ini : 

TABEL DAN GRAFIK 3.6 
PERBANDINGAN TARGET  DAN  PENCAPAIANPENDAPATAN  ASLI  DAERAH  
(PAD) SEKTOR ESDMTAHUN 2016, TAHUN 2017, TAHUN 2018, TAHUN 2019 

TAHUN 2020 DAN TAHUN 2021 
 

PAD 
Sektor 
ESDM 

Tahun  
2016 

Tahun  
2017 

Tahun  
2018 

Tahun  
2019 

Tahun  
2020 

Tahun  
2021 

Target  Rp. 
420.000.000,- 

Rp. 
430.000.000,- 

Rp. 
440.000.000,- 

Rp. 450.000.000,- Rp. 
2.272.386.000,- 
 

Rp. 
960.000.000,- 

Realisasi Rp. 
420.140.000,- 

Rp. 
439.233.800,- 

Rp. 
687.805.200,- 

Rp. 
2.683.725.000,- 
 

Rp. 
2.501.303.200,- 
 

Rp. 54.682.000,- 
 

Capaian 100,03 % 100,97 % 146,34% 568,59% 110,07% 
 

5,70% 
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Rendahnya penerimaan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

sektor energi dan sumber daya mineral diharapkan pada saatnya nanti 

menjadi kontribusi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dalam mewujudkan pembangunan daerah, khususnya di Kalimantan Tengah. 

Hal ini tidak lepas dari peran aktif Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Kalimantan Tengah.  

 

3. Sasaran  Strategis  3 : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelistrikan  

 
Pencapaian  Indikator  Kinerja  Utama  dalam  sasaran  strategis ini 

adalah : Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik. Sasaran ini dicapai 

melalui program Pengelolaan Ketenagalistrikan dengan kegiatan-kegiatan :  

Kegiatan : 

a. Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah 

Provinsi 

 

TAHUN

2016

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2020

TAHUN

2021

Target 420000000 430000000 440000000 450000000 2272386000 960000000

Realisasi 420140000 439233800 687805200 2683725000 2501303200 54682000

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

PERBANDINGAN TARGET  DAN  PENCAPAIAN 

PENDAPATAN  ASLI  DAERAH  (PAD) SEKTOR ESDM 

TAHUN 2016, TAHUN 2017, TAHUN 2018 , TAHUN 2019 , TAHUN 2020 

DAN TAHUN 2021 
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Sub Kegiatan : 

1) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang 

Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 

b. Penganggaran untuk Kelompok masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan 

Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil 

dan Pedesaan 

Sub Kegiatan : 

1) Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, 

Daerah Terpencil dan Pedesaan 

 

Hasil capaian target  Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik pada 

tahun 2021 untuk Rasio Elektrifikasi mencapai 89,14% dari target yang 

ditetapkan dan untuk Rasio Desa Berlistrik mencapai 93,44% dari target yang 

ditetapkan sebagaimana tabel berikut ini : 

 

 

TABEL 3.7 
 TARGET DAN PENCAPAIAN  

RASIO ELEKTRIFIKASI DAN RASIO DESA BERLISTRIK   
TAHUN 2021 

 

Indikator Kinerja Utama 
Target 2021 

(%) 
Realisasi 2021 

(%) 
Capaian 2021 

(%) 

 

 Rasio Elektrifikasi  
 

 Rasio Desa Berlistrik 
 

 

 90,8% 
 

 100% 
 

 

 89,14% 
 

 93,44% 
 

 
89,14% 

 
93,44% 

 

  

Bila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2016, tahun 2017, 

tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 untuk Rasio Elektrifikasi 

mengalami penurunan dari target yang ditetapkan karena rasionalisasi untuk 

penanganan pandemic covid-19 dan Rasio Desa Berlistrik tahun 2021 

mengalami penurunan dari target yang ditetapkan tetapi mengalami 

peningkatan dari tahun sebelumnya, seperti terlihat dalam tabel dan grafik 

berikut ini : 
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TABEL  DAN GRFAIK 3.7a 
PERBANDINGAN TARGET  DAN  PENCAPAIAN 

RASIO ELEKTRIFIKASI TAHUN 2016, TAHUN 2017, TAHUN 2018  
TAHUN 2019, TAHUN 2020 DAN TAHUN 2021 

 

Rasio 
Elektrifikasi 

Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

Tahun 
2018 

Tahun 

2019 

Tahun 

2020 

Tahun 

2021 

Target  75,9 78,9  81,9 84,8 87,25 90,8 

Realisasi 75,87 75,89  85,72 86,31 86,83 89,14 

Capaian 99,96 
% 

96,18 
% 

104,66
% 

101,7% 99,51% 89,14% 

 
 

 
 

 

 TABEL DAN GRAFIK 3.7b  
PERBANDINGAN TARGET  DAN  PENCAPAIAN 

RASIO DESA BERLISTRIK TAHUN 2016, TAHUN 2017, TAHUN 2018,  
TAHUN 2019, TAHUN 2020 DAN TAHUN 2021 

 

Rasio Desa 
Berlistrik 

Tahu
n 

2016 

Tahun 
2017 

Tahun 
2018 

Tahun 
2019 

Tahun 
2020 

Tahun 
2021 

Target  82,6 86,1 89,6 93,1 92,17 100 

Realisasi 82,64 82,97  88,73 91,53 92,55 93,44 

Capaian 100 % 96,36 % 99,03 % 98,3% 100,4% 93,44% 

 

TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021

Target 75,90 78,90 81,90 84,80 87,25 90,80

Realisasi 75,87 75,89 85,72 86,31 86,83 89,14

 65,00

 70,00

 75,00

 80,00

 85,00

 90,00

 95,00

PERBANDINGAN TARGET  DAN  PENCAPAIAN 

RASIO ELEKTRIFIKASI TAHUN 2016, TAHUN 2017, TAHUN 2018 , TAHUN 

2019,TAHUN 2020 DAN TAHUN 2021 
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Kondisi Rasio Elektrifikasi di Kalimantan Tengah hingga saat ini telah 

mencapai realisai 89,14% dan Rasio Desa berlistrik mencapai realisasi 

93,44% dari jumlah desa di Kalimantan Tengah sebanyak 1.432 desa dengan 

jumlah rumah tangga sebanyak 688.345 rumah tangga. 

 

4. Sasaran  Strategis  4 : Pengembangan Pembangkit Listrik dan Sumber 

EBT.  

Pencapaian  Indikator  Kinerja  Utama  dalam  sasaran  strategis  ini 

adalah : Kapasitas terpasang PLTS tersebar. Sasaran ini dicapai melalui 

program Pengelolaan Ketenagalistrikan. Kegiatan ini tidak dapat 

dilaksanakan. 

Hasil capaian target pada tahun 2021 untuk Kapasitas Terpasang 

PLTS  Tersebar mencapai 0 Rumah Tangga (RT) atau 0 % dari target  yang 

ditetapkan sebesar 2.954 Rumah Tangga (RT) sebagaimana tabel berikut ini : 

 
 
 
 
 
 

TAHUN

2016

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2020

TAHUN

2021

Target 82,60 86,10 89,60 93,10 92,17 100,00

Realisasi 82,64 82,97 88,73 91,53 92,55 93,44

 -

 20,00

 40,00

 60,00

 80,00

 100,00

 120,00

PERBANDINGAN TARGET  DAN  PENCAPAIAN 

RASIO DESA BERLISTRIK TAHUN 2016, TAUN 2017, TAHUN 2018, 

TAHUN 2019, TAHUN 2020 DAN TAHUN 2021 
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TABEL 3.8  
TARGET DAN PENCAPAIAN  

KAPASITAS TERPASANG PLTS TERSEBAR  
TAHUN 2021 

 
 

Indikator Kinerja Utama Target 2021 Realisasi 2021 
Capaian 2021 

(%) 

 

 Kapasitas Terpasang PLTS 
tersebar 
 

 
 

 

 2.954 RT 
 
 

 

 

 0 RT 
 
 

 

 
0 % 

 
 

 

 

Bila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2016, tahun 2017, 

tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 untuk tahun 2021 Kapasitas Terpasang 

PLTS Tersebar mengalami penurunan drastic/tidak dilaksanakan karena 

adanya pengurangan anggaran/rasionalisasi anggaran untuk penanganan 

pandemik covid-19 sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 

050/35/TAPD/2020 tentang Rasionalisasi Pagu Belanja Langsung SKPD pada 

APBD Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan 

Penyebaran Covid-19 di Kalimantan Tengah. 

 

TABEL DAN GRAFIK 3.8a 
PERBANDINGAN TARGET  DAN  PENCAPAIAN 

KAPASITAS TERPASANG PLTS TERSEBAR 
TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019, TAHUN 2020 DAN 

TAHUN 2021 
 

Kapasitas 
Terpasang 

PLTS  
Tersebar 

Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

Tahun 
2018 

Tahun 
2019 

Tahun 
2020 

Tahun 
2021 

Target  2.072 RT 2.288 RT 2.366 RT 2.340 401 2954 

Realisasi 2.072 RT 360 RT 1.841 RT 1486 RT 94RT 0 

Capaian 100 % 15,73 % 77,81% 63,5% 23,44% 0% 
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Pada tahun 2021 ini pembangunan PLTS tersebar sebanyak 0 Unit 

PLTS Tersebar. Sedangkan jumlah desa yang belum berlistrik sebanyak 103 

desa atau 74.777 Rumah Tangga (RT) yang belum berlistrik. 

 

Keterangan Tambahan untuk Sasaran Strategis 3 dan 4: 

Program Prioritas/Program Utama Pembangunan PLTS  Tersebar 

Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut: 

1. Total Desa Berlistrik di Kalimantan Tengah pada akhir tahun 2021 

sebanyak 1.468 Desa dengan jumlah Rumah Tangga Berlistrik 613.568 

baik dari PLN dan Non PLN. Kondisi Rasio Elektrifikasi di Kalimantan 

Tengah pada akhir tahun 2021 telah mencapai 89,14 % dan Rasio Desa 

Berlistrik mencapai 93,44 % dari jumlah Desa di Kalimantan Tengah 

sebanyak 1.571 dengan jumlah Rumah Tangga sebanyak 688.345 Rumah 

Tangga. 

2. Kondisi Kelistrikan di Kalimantan Tengah : 

- PLTU Pulang Pisau  = 120 MW 

- PLTMG Bangkanai = 155 MW 

TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021

Target 2072 2288 2366 2340 401 2954

Realisasi 2072 360 1841 1486 94 0

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

PERBANDINGAN TARGET  DAN  PENCAPAIAN 

KAPASITAS TERPASANG PLTS TERSEBAR 

TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 DAN 

TAHUN 2021 
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- PT.Energi Prima Nusantara (2x15MW) = 30 MW 

- PT.Rimau Elektrik (2x3,5 MW) = 7 MW 

- PT.Korimtiga = 7 MW 

- PT.Exploitasi Energi Indonesia (2x7 MW) = 14 MW 

- PLTU Sixs Listrik Kalimantan = 200 MW 

 Jumlah = 533 MW 

 

Suplay listrik interkoneksi Kalselteng sebesar 533 MW – Daya beban 

puncak kebutuhan sebesar 157 MW, jadi surplus suplay daya sebsar 366 

MW. 

Dalam Proses Pembangunan : 

- PLTMG Bangkanai 2 = 144 MW 

 Jumlah = 144 MW 

 

Perusahaan PLTMG Bangkanai II 144 MW bekerjasama dengan 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan saham 10% Partisipasi 

Interest. 

 

3. Jumlah PLTS Tersebar berjumlah 10.916 Unit/PLTS Terpusat 24 Unit 

dengan uraian sebagai berikut : 

 Tahun 2016 PLTS Tesebar berjumlah 2.380 Unit dan PLTS Terpusat 

12 Unit. 

PLTS Tersebar : Kabupaten Lamandau 233 Unit, Kabupaten 

Kotawaringin Barat 262 Unit, Kabupaten Katingan 572 Unit, Kabupaten 

Kapuas 120 Unit, Kabupaten Barito Utara 839 Unit, dan Kabupaten 

Murung Raya 285 Unit.  

PLTS Terpusat : Kabupaten Lamandau 5 Unit, Kabupaten Pulang 

Pisau 2 Unit, Kabupaten Kapuas 4 Unit, Kabupaten Barito Selatan 1 

Unit. 

 Tahun 2017 PLTS Tersebar berjumlah 360 Unit dan PLTS Terpusat 5 

Unit 
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PLTS Tersebar : Kabupaten Kotawaringan Barat 205 Unit, Kabupaten 

Kotawaringin Timur 155 Unit. 

PLTS Terpusat : Kabupaten  Katingan 3 Unit, Kabupaten Kapuas 1 

Unit, Kabupaten Barito Selatan 1 Unit. 

 Tahun 2018  PLTS Tersebar berjumlah 1.841 Unit dan PLTS Terpusat 

6 Unit 

PLTS Tersebar : Kabupaten Lamandau 399 Unit, Kabupaten 

Sukamara 53 Unit, Kabupaten Kotawaringin Barat 287 Unit, Kabupaten 

Kotawaringin Timur 379 Unit, Kabupaten Katingan 226 Unit, Kabupaten 

Barito Selatan 272 Unit, Kabupaten Barito Utara 225 Unit. 

PLTS Terpusat : Kabupaten Lamandau 3 Unit, Kabupaten 

Kotawaringan Barat 1 Unit, Kabupaten Kapuas 2 Unit. 

 Tahun 2019 PLTS Tersebar berjumlah 6.241 Unit dan PLTS Terpusat 1 

Unit 

PLTS Tersebar : Kabupaten Lamandau 371 Unit, Kabupaten Sukamara 

316 Unit, Kabupaten Kotawaringin Barat 176 Unit, Kabupaten 

Kotawaringin Timur 297 Unit, Kabupaten Seruyan 1.976 Unit, 

Kabupaten Katingan 100 Unit, Kabupaten Gunung Mas 1.292 Unit, 

Kabupaten Barito Utara 98 Unit, Kabupaten Murung Raya 1.615 Unit. 

PLTS Terpusat : Kabupaten Kotawaringin Timur 1 Unit. 

 Tahun 2020 PLTS Tersebar berjumlah 94 Unit 

PLST Tersebar : Kabupaten Lamandau 47 Unit, Kabupaten 

Kotawaringin Timur 47 Unit. 

 Tahun 2021 PLTS Tersebar berjumlah 0 (tidak ada) 

 

5. Sasaran  Strategis  6 : Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha 

Pertambangan. 

Pencapaian  Indikator  Kinerja  Utama  dalam  sasaran  strategis ini 

adalah Persentase Pelaku Usaha Kegiatan Pertambangan Minerba yang 

melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (good mining 

practice). 
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Jumlah Pelaku Usaha Pertambangan di Provinsi Kalimantan Tengah 

berdasarkan data yang tercatat pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 755 IUP baik itu eksplorasi dan operasi 

produksi. 

Sehubungan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Gubernur Kalimantan Tengah 

melalui DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah tidak lagi menerbitkan 

perizinan di sektor pertambangan. Selanjutnya kewenangan penerbitan 

perizinan sektor pertambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 

sampai saat ini Dinas Energi dan Sumber Daya mineral Provinsi Kalimantan 

Tengah belum mendapatkan informasi apapun tembusan terkait perizinan 

pertambangan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. 

 

TABEL 3.9 
JUMLAH IUP BERDASARKAN KOMODITAS  

PERIODE TAHUN 2021 
 

JENIS / KOMODITAS IUP EKSPLORASI  
OPERASI 

PRODUKSI 
JUMLAH 

IUP Batubara 1 228 229 

IUP Mineral Logam 0 40 40 

IUP Mineral Bukan 
Logam 

31 70 101 

Batuan 62 323 385 

Total 94 661 755 

 
 

 
TABEL 3.10 

JUMLAH IUP BERSTATUS C&C TAHUN 2021 

No Jenis/Komoditas 
IUP 

C&C Rekomendasi 
C&C 

IUP 
Tercatat 

Non 
C&C 

Jumlah 

1 IUP Batubara 206 3 18 - 227 

2 IUP Mineral 
Logam 

38 2 - - 40 

Total 244 5 18 0 267 
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TABEL 3.11 

JUMLAH IUJP, IUP OP Khusus Penjualan  dan Pengangkutan,  
serta IUP OP untuk Penjualan 

 

NO JENIS IZIN JUMLAH 

1 IUJP 52 

2 IUP OP Khusus Penjualan dan 
Pengangkutan 

5 

3 IUP OP untuk Penjualan 17 

TOTAL 74 

 
 

Pada tahun 2021 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Kalimantan Tengah telah menetapkan target 54 IUP untuk tahun anggaran 

2021 yang dilakukan melalui kegiatan pengendalian dan pengawasan 

perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara. 

Hasil capaian target pada tahun 2021 mencapai 54 IUP atau 54 % 

penurunan yang cukup rendah karena mengalami rasionalisasi dampak covid-

19 sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 

050/35/TAPD/2020 Tentang Rasionalisasi Pagu Belanja Langsung SKPD 

pada APBD Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Pencegahan dan 

Penanganan Penyebaran Covid-19 di Kalimantan Tengah. 

 

 

TABEL 3.12  
TARGET DAN PENCAPAIAN  

PERSENTASE PELAKU USAHA KEGIATAN PERTAMBANGAN  
TAHUN 2021 

 

Indikator Kinerja Utama Target 2021 Realisasi 2021 
Capaian 
2021 (%) 

 
Meningkatnya Kepatuhan 
Pelaku Usaha 
Pertambangan Minerba  

 
100 IUP 

 
54 IUP 

 

 
54 % 
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Hasil capaian target Presentasi Pelaku Usaha Kegiatan Pertambangan 

Minerba tidak memenuhi target pada tahun 2021. 

Kegiatan pengendalian dan pengawasan perizinan usaha 

pertambangan mineral dan batubara atas kewajiban administrasi, teknik, 

keuangan dan lingkungan yaitu : 

1. Izin Usaha Pertambangan Batubara. 

2. Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam. 

3. Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Batuan. 

4. Izin Usaha Pertambangan Batuan. 

 

Keterangan Tambahan untuk Sasaran Strategis 6 : 

1. Pada saat penyusunan target masih berlaku Undang-undang Nomor 4 

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada saat 

pelaksanaan kegiatan hanya tercapai 54 IUP per 31 Desember 2021. Tidak 

mencapai target karena sudah berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 

2020 tentang kewenangan dilaksanakan oleh pemerintah pusat. 

2. Berdasarkan arahan dari Narasumber Kementerian Pendayagunaan 

Aparator Negera dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) dalam kegiatan 

Asistensi Penyusunan LKIP tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 

19 -20 Pebruari 2018 bahwa Sasaran  Strategis  6 ini (Terlaksananya 

Kegiatan Pertambangan Minerba yang Memenuhi Persyaratan Kaidah 

Teknis Pertambangan yang Baik dan Benar atau Good Mining Practice) 

disarankan agar diganti kalimatnya sehingga lebih tajam menjadi 

“Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Pertambangan Minerba” 

untuk disesuai ke dalam Perjanjian Kinerja pada tahun berikutnya. 

 

B.     AKUNTABILITAS KEUANGAN  

Untuk  menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021 memperoleh 

anggaran dana yang bersumber dari APBD Perubahan Provinsi Kalimantan total 

sebesar Rp. 15.885.862.828,- dengan realisasi penerimaan daerah pada akhir 

tahun 2021 mencapai  Rp. 54.682.800 atau 5,70%. Persentase realisasi anggaran 
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dari pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Pagu 

tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp.17.012.895.584 dengan realisasi 

15.885.862.828,- atau 93,37%, terdiri dari Belanja Langsung sebesar 

Rp.4.000.938.250,- realisasi 2.619.761.928 atau 90,47% dan Belanja Tidak 

Langsung sebesar Rp.13.011.957.334 yang terealisasi sebesar Rp.12.266.100.900 

atau 94,26% seperti dalam tabel  berikut ini :  

 

TABEL 3.13 
ANGGARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 

No Uraian Jumlah (Rp) 

 
1. 
2. 

 
Belanja  Langsung 
Belanja Tidak Langsung 

 
2.619.761.928,-  

12.266.100.900,- 

Jumlah Keseluruhan 15.885.862.828,- 
 

 

Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Kalimantan Tengah pada tahun 2021 bekerja lebih keras untuk dapat 

mengoptimalkan anggaran yang tersedia sehingga daya serapan anggaran baik itu 

belanja langsung maupun tidak langsung cukup besar. Ini menunjukkan komitmen  

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap perencanaan anggaran yang 

telah disusun dan menunjukkan ketepatan perencanaan Dinas Energi dan Sumber 

Daya Mineral di tahun 2021.  

 
C. CAPAIAN   REALISASI  KEUANGAN  DALAM  SETIAP SASARAN UNTUK 

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2021. 
 

Capaian realisasi keuangan dalam setiap sasaran untuk program dan 

kegiatan prioritas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini : 
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TABEL. 3.14 

CAPAIAN REALISASI KEUANGAN DALAM 
SETIAP SASARAN UNTUK PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS 

BERDASARKAN PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2021 

 

Sasaran Stragetis Program Anggaran (RP) 

Realisasi 

Keuangan  

(Rp) 

Capaian 

(%) 

Fisik 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 
1. Pembangunan 

Sarana dan 

Prasarana 

Kelistrikan 

 

 
1. Penatausahaan Izin 

Operasi yang Fasilitas 

Instalasinya dalam Daerah 

Provinsi. 

 

Pengendalian dan 

Pengawasan Pelaksanaan 

Perizinan Operasi yang 

Fasilitas Instalasinya dalam 

Daerah Provinsi 

 

 
 
 
50.000.000,00 
 
 

 
 
 
 
 
50.000.000,00 

 
 
 
43.974.078,00 
 
 
 
 
 
 
 
43.974.078,00 
 

 
 
 

87,95% 
 
 
 
 
 
 
 

87,95% 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

  
 

2. Penganggaran untuk 

Kelompok masyarakat 

Tidak Mampu, 

Pembangunan Sarana 

Penyediaan Tenaga Listrik 

Belum Berkembang 

Daerah Terpencil dan 

Pedesaan 

 

 

Pembangunan Sarana 

Penyediaan Tenaga Listrik 

Belum Berkembang, Daerah 

Terpencil dan Pedesaan. 

 
 
 
 
 
199.050.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
199.050.000,00 
 

 
 
 
 
 
196.517.200,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
196.517.200,00 

 
 
 
 
 

98,73% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

98,73% 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah 

melaksanakan Laporan Hasil Evaluasi Mandiri Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV 

Tahun Anggaran 2021. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan 

Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas 
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2018 tentang Reviu 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. Laporan ini sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan 

pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja 

Pejabat Struktural di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.  

Laporan Hasil Evaluasi Mandiri Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV salah 

satu bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja pemangku jabatan, yang 

merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja yang telah 

diamanatkan para pemangku kepentingan pada tahun anggaran 2021 dalam rangka 

mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah 

ditetapkan, juga merupakan salah satu pendukung untuk meningkatkan kualitas dalam 

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang baik dan benar yang 

merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu 

instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Secara khusus, dalam 

mewujudkan good government dan clean government, penerapan akuntabilitas dan 

transparasi yang merupakan salah satu aspek penting dan penentu keberhasilan serta 

menjadi bagian utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, oleh karena itu Sistem 

Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari 

perencanaan strategis dan berakhir pada pengukuran kinerja atas kegiatan yang 

dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Adanya keselarasan kinerja antara pejabat eselon II, pejabat eselon III dan 

pejabat eselon IV pada tahun 2021 dapat dilihat melalui pemetaan kinerja  secara 

berjenjang  berdasarkan sasaran  kinerja pejabat eselon III yang berorientasi pada hasil  

(outcome) sesuai sasaran di rencana strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber 

Energi Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dan sasaran kinerja pejabat seselon IV 

yang berorientasi pada benda/kegiatan (output) yang berorientasi pada DPA. 
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Bab 4 
 PENUTUP 

   

A. KESIMPULAN 

 

inas Energi dan Sumber Daya Mineral telah melaksanakan  berbagai program dan 

 kegiatan dalam rangka  mencapai visi misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah 

ditetapkan, khusunya pada tahun anggaran 2021 berdasarkan hasil analisis kinerja secara 

umum belum mencapai target yang diharapkan karena mengalami rasionaslisasi dalam 

rangka tanggap darurat pencegahan, penanganan dan rahabilitasi pasca penbyebaran Covid-

19 sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 050/35/TAPD/2020 Tentang Rasionalisasi 

Pagu Belanja SKPD pada APBD TA 2020 Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan 

Penyebaran Covid-19 di Kalimanta Tengah.  

Diharapkan nantinya program dan kegiatan dapat  mewujudkan pembangunan sektor energi 

dan sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan demi meningkatkan kemakmuran 

dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sejalan dengan visi Gubernur Kalimantan 

Tengah yaitu “Kalimantan Tengah maju, mandiri dan adil untuk kesejahteraan segenap 

masyarakat menuju Kalimantan Tengah BERKAH”. 

Dalam pelaksanaannya masih ada kendala maupun hambatan, namun secara  umum 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya dengan baik walaupun tidak mencapai hasil kinerja sesuai dengan 

target yang telah ditetapkan dalam setiap sasaran strategis pada Tahun Anggaran 2021. Hasil 

capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah 

merupakan upaya yang dilakukan untuk  mewujudkan good government dan clean goverment 

yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2021.   

 

B. PERMASALAHAN  DAN  KENDALA  UTAMA 

Adapun masalah dan kendala yang dihadapi berkaitan dengan pengelolaan keuangan 

daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu antara lain: 

 D 
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1. kebijakan pemerintah yang sering mengalami perubahan sesuai kebijakan daerah, dan ini 

juga berpengaruh dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya di sektor energi 

dan sumber daya mineral. 

2. Untuk menghasilkan upaya yang sinergis dalam rangka mengaktualisasikan Rencana 

Strategis Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-

2021, diperlukan keterpaduan, kerjasama, keterbukaan dan etos kerja dari seluruh 

aparatur dilingkungan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah 

termasuk pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Cabang Wilayah Dinas Energi Sumber 

Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sehingga tercipta sinergitas dalam 

Pembangunan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral secara efektif dan efisien. 

3. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara 

Pasal 39 Ayat (1),(4) bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perijinan 

dari Pemerintah Pusat sejak tanggal 11 Desember 2020 Kewenangan Pengelolaan 

Pertambangan Mineral dan Batubara sudah berada di Pemerintah Pusat.  

 

C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH 

Pada tahun 2021 pemerintah diharapkan dapat menyediakan anggaran yang 

dipergunakan untuk percepatan pencapaian target Program Pengelolaan Mineral dan 

Batubara dan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan untu menerapakan Good Mining 

Practice (GMP) untuk pelaksanaan tahun berikutnya. 

 

D. STRATEGI  PENINGKATAN KINERJA 

Untuk pencapaian target kinerja Tahun Anggaran 2021 kebijakan Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah mengambil langkah-langkah strategis  

sebagai berikut : 

1. Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dapat terus menggali 

potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang ada pada sector Pertambangan dan 

Energi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui pengembangan sewa alat dan 

cetak peta. 

Potensi sumber daya mineral terdapat 11 (sebelas) potensi alam unggulan yang dapat 

dijadikan sumber kegiatan perekonomian provinsi, yaitu antara lain meliputi: Emas, 

Batubara, Bauksit, Lempung, Kaolin, Pasir Kuarsa, Pasir Pasang, Batu Gamping, Bijih 

Besi, Zircon, Granit, Ballclay dan Batu Apung dan lain-lain. Berbagai potensi alam  

tersebut sudah digali dan belum dimanfaatkan secara maksimal. 



Laporan Kinerja  Instansi Pemerintah Tahun 2021  Halaman 48 

 

 

2. Peluang dalam jangka 5 tahun kedepan pada perencanaan strategis Bidang Mineral 

dan Batubara dan Pengelolaan Ketenagalistrikan diantaranya meningkatkan PAD 

melalui sewa alat dan cetak peta; Keterlibatan stakeholder dalam perencanaan dan 

penetapan arah kebijakan pembangunan bidang pertambangan dan energi serta melalui 

pendekatan pembangunan yang berbasis masyarakat; Program Pengelolaan Kelistrikan 

untuk menuju Kalteng Berkah; 

3. Peningkatan SDM aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Kalimantan Tengah melalui Pelatihan-pelatihan dan Kursus-kursus; 

4. Meningkatkan koordinasi dalam rangka menyamakan persepsi perencanaan, 

pembinaan dan pengawasan, melalui berbagai pertemuan, rapat  koordinasi  baik 

dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang 

menangani sektor sektor energi dan sumber daya mineral; 

5. Untuk merealisasikan supaya target pada tahun 2021 semua desa di Kalimantan 

Tengah dapat menikmati penerangan listrik serta Ijin Usaha Pertambangan yang 

menerapakan Good Mining Practice (GMP) maka keseriusan Pemerintah Pusat dan 

Daerah sangat dibutuhkan, karena tanpa dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah 

sangat sulit terealisasi karena masih membutuhkan dana yang cukup besar. 

6. Diharapkan pada masa-masa yang akan datang koordinasi dan sinkronisasi kegiatan 

antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dapat lebih ditingkatkan sehingga kinerja 

pembangunan pertambangan dan energi yang berwawasan lingkungan dengan 

menerapkan Good Mining Practice (GMP) serta peningkatan pemakaian Energi Baru 

Terbarukan (EBT) dapat semakin terwujud  untuk meningkatkan kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 



 

 

 

STRUKTUR ORGANISASI 

DINAS, UPT DAN  

CABANG DINAS 

 

 

 

 

 



STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 

 

UPT / CABANG 

DINAS 

Kelompok Jabatan 
Fungsional Tertentu 

Seksi        
Pengembangan Energi 

Seksi  

Pembinaan Pengusahaan 

Energi dan 

Ketenagalistrikan 

Seksi  
Konservasi Energi 

Seksi  

Pengusahaan Air Tanah 

Seksi  

Pemetaan Geologi dan Air 

Tanah 

Seksi  
Konservasi Air  Tanah 

Seksi  

Penataan Wilayah  

Seksi  
Pengusahaan  

Seksi  

Produksi dan Penjualan  

Seksi  
Pengawasan Eksplorasi 

Seksi  

Pengawasan Operasi 
Produksi 

Seksi 

Pengawasan Energi dan Air 
Tanah 

Bidang 
Energi dan Ketenagalistrikan 

Bidang  
Geologi dan Air Tanah  

Bidang  
Mineral dan Batubara 

Bidang  
Pengawasan Minerba, Energi dan 

Air Tanah  

Sub Bagian 

Penyusunan Program 

 

Sub Bagian  

Umum dan 

Kepegawaian 

Sekretariat 

Sub Bagian 
Keuangan dan Aset  

Kepala Dinas 



  PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  

    NOMOR    53    TAHUN 2017 

    TANGGAL 29 DESEMBER 2017 
 

 

 
SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAYANAN DAN PENGUJIAN TEKNIS   

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

TTD 

 

 

ERMAL SUBHAN, ST, MT 

Pembina Utama Muda/IV c 
NIP. 19690206 199603 1 003 

 
 

SEKSI 

PELAYANAN JASA TEKNIS 

SUKRI, SH 
Penata Tk. I / III d 

NIP. 19710208 199403 1 004   

KEPALA UPT 
SYARIFUDIN, S.Hut 

Pembina / IVa 

NIP. 19680914 199603 1 004 

JABATAN FUNGSIONAL 
TERTENTU 

SEKSI 

PENGUJIAN TEKNIS  
INDRA SUPRIATNO HS, ST 

Penata / III c 

NIP. 19830704 201001 1 010 

SUB BAGIAN TATA USAHA 

ENDAH KARTIKA S, ST 
Penata Tk. I / III d 

NIP. 19741222 200312 2 004   
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SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS  
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH I  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 

 

 
 

ERMAL SUBHAN, ST, MT 

Pembina Utama Muda/IV c 

NIP. 19690206 199603 1 003 

 
 
 
 
 
 

 

KEPALA CABANG DINAS 
SARKUNI, S.Hut, MM 

Penata Tk. I/III d 

NIP. 19690216 199603 1 004 

JABATAN FUNGSIONAL 

TERTENTU 

SUB BAGIAN TATA USAHA 

RAHMAN, SE 
Penata Tk. I / III d 

NIP. 19680727 199303 1 007 
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SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS  
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH II 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 
 

 

 

ERMAL SUBHAN, ST, MT 

Pembina Utama Muda/IV c 
NIP. 19690206 199603 1 003 

 
 
 
 
 
 

KEPALA CABANG DINAS 
Ir. SUWANDIE, M.Si 

Pembina Tk. I/IV b 

NIP. 19660610 199303 1 021 

JABATAN FUNGSIONAL 
TERTENTU SUB BAGIAN TATA USAHA 

MARIYANTO, S.Sos 
Penata Tk. I / III d 

NIP. 19701230 199303 1 005 
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SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS  
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 

 

 
 

ERMAL SUBHAN, ST, MT 

Pembina Utama Muda/IV c 

NIP. 19690206 199603 1 

 
 

KEPALA CABANG DINAS 
MUHAMAD RUS’AN, S.Hut 

Pembina /IV a 
NIP. 19730923 200312 1 005 

JABATAN FUNGSIONAL 
TERTENTU 

SUB BAGIAN TATA USAHA 

A.A MADE SUBIANTARA, ST 
Penata Tk. I / III d 

NIP. 19741227 200312 1 005 

 



 

 

 

 

 

POHON KINERJA 

 

 

 

 

 



 
PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
  

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Meningkatnya Konektivitas antar Daerah.  

2. Mewujudkan Pertambangan Mineral dan Batubara 

yang Baik dan Benar (Good Mining Practice) 

Sasaran Strategis: 

1. Mewujudkan peran penting subsektor mineral dan batubara dalam 

penerimaan daerah. 

2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

3. Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan. 

4. Pengembangan pembangkit listrik dari sumber EBT. 

5. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pertambangan. 

 

Indikator Kinerja Utama: 

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minerba. 

2. Pendapatan Asli Daerah dari sewa alat dan cetak peta. 

3. Rasio elektrifikasi. 

4. Rasio desa berlistrik. 

5. Kapasitas terpasang PLTS tersebar. 

6. Kapasitas terpasang PLTS terpusat. 

7. Persentase pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral dan batubara 

yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (good 

mining practice). 

Bidang Geologi dan Air 

Tanah 

Bidang Mineral dan 

Batubara 

Bidang Energi dan 

Kelistrikan 

Bidang Pengawasan 

Mineral, Energi dan Air 

Tanah 

RPJMD 

Eselon III 

Eselon II / Renstra 

SEKRETARIS 

SUB BAGIAN 

UMUM DAN 

KEPEGAWAI

AN 

SUB BAGIAN 

PENYUSUNAN 

PROGRAM 

SUB 

BAGIAN 

KEUANGAN 

DAN ASET 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasaran Strategis: 

1. Melaksanakan 

Pembangunan sarana 

dan prasarana 

ketenagalistrikan. 

2. Melaksanakan Upaya-

Upaya Pengembangan 

pembangkit listrik dari 

sumber EBT. 

 

Indikator Kinerja Utama: 

1. Rasio elektrifikasi. 

2. Rasio desa berlistrik. 

3. Kapasitas terpasang 

PLTS tersebar. 

4. Kapasitas terpasang 

PLTS terpusat. 

 

Sasaran Strategis: 

1. Melaksanakan 

peningkatan peran 

penting subsektor 

mineral dan batubara 

dalam penerimaan 

daerah. 

2. Melaksanakan Upaya-

Upaya Peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah. 

 

Indikator Kinerja Utama: 

1. Penerimaan Negara 

Bukan Pajak sektor 

minerba. 

2. Pendapatan Asli Daerah 

dari sewa alat dan cetak 

peta. 

Sasaran Strategis: 

1. Mewujudkan peran 

penting subsektor 

mineral dan batubara 

dalam penerimaan 

daerah. 

2. Melaksanakan 

Upaya-Upaya 

Peningkatan 

Pendapatan Asli 

Daerah. 

 

Indikator Kinerja 

Utama: 

1. Penerimaan Negara 

Bukan Pajak sektor 

minerba. 

2. Pendapatan Asli 

Daerah dari sewa alat 

dan cetak peta. 

Sasaran Strategis: 

1. Melaksanakan 

sosialisasi dan 

pengawasan 

pertambangan bagi  

pelaku usaha 

pertambangan. 

 

Indikator Kinerja 

Utama: 

1. Persentase pelaku usaha 

kegiatan pertambangan 

mineral dan batubara 

yang melaksanakan 

kegiatan pertambangan 

yang baik dan benar 

(good mining practice). 

 
 

Program: 

Pengelolaan 

Ketenagalistrikan. 

 

 

 

 

Program: 

Pengelolaan Mineral dan 

Batubara. 
 

Program: 

1.  Pengelolaan 

Ketenagalistrikan. 

2.  Pengelolaan Mineral 

dan Batubara.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan: 

 Persetujuan Perubahan 

Saham, Direksi dan 

Komisasris untuk Izin 

Usaha yang Diterbitkan 

oleh Gubernur sesuai 

dengan Kewenagannya. 

SubKegiatan: 

 Pembinaan dan 

Pengawasan Terkait 

Kepemilikan Izin Usaha 

Pertambangan Mineral 

dan Batubara. 
 

Eselon IV 

Kegiatan: 

Penganggaran untuk 

Kelompok Masyarakat 

Tidak Mampu, 

Pembangunan Sarana 

Penyediaan Tenaga 

Listrik Belum 

Berkembang, Daerah 

Terpencil dan Perdesaan 

SubKegiatan: 

 Pembangunan Sarana 

Penyediaan Tenaga 

Listrik Belum 

Berkembang Daerah 

Terpencil dan Perdesaan. 

 
 

-- 

Kegiatan: 

Penatausahaan Izin 

Operasi yang Fasilitas 

Instalasinya dalam 

Daerah Provinsi. 

SubKegiatan : 

 Pengendalian dan 

Pengawasan Pelaksanaan 

Perizinana Operasi yang 

Fasilitas Instalasinya 

dalam Daerah Provinsi. 

 

Kegiatan: 

 Penerbitan Izin 

Sementara untuk 

Penualan Mineral atau 

Batubara yang tergali 

bagi pemegang Izin 

Usaha Pertambangan 

Eksplorasi yang 

diterbitkan oleh Gubernur 

pada Kegiatan Eksplorasi 

atau Studi Kelayakan. 

SubKegiatan: 

 Pengelolaan dan 

Pengawasan Pengusahaan 

Pertambangan yang 

dilakukan Pemegang Izin 

Usaha Pertambangan. 
 
 



 

 

 

SURAT EDARAN 

GUBERNUR  

DAN  

SURAT KEWENANGAN 

 

 

 

 













 

 

 

 

DPA PERUBAHAN  

TAHUN 2021 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

LAPORAN KINERJA 

TRIWULAN I, II, III 

 

 

 

 

 































 

 

 

 

 

PERJANJIAN KINERJA 

ESELON III IV DAN UPT 

CABANG DINAS 
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TAHUN 2021 

 

 

 


















